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URGENSI PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN 

Citra Desy Aisyah Alkis1), Atika Fatimah2) 

 
1) Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas AMIKOM Yogyakarta 
2) Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM Yogyakarta  

Email : citra.alkis@amikom.ac.id1), atika.fatimah@amikom.ac.id2) 

 

Abstrak 

Permasalahan kumuh kawasan perumahan dan permukiman merupakan salah satu 

permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah-daerah baik Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Permasalahan perumahan dan permukiman kumuh telah menjadi isu nasional yang harus diselesaikan 

bersama sesuai amanat perundang-undangan. Beragam kebijakan dan program-program penanganan 

kumuh khusunya pada peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh telah 

dicanangkan sebagai arahan ke daerah-daerah. 

Arahan kebijakan penanganan kumuh yang sudah disusun sedemikian rupa harusnya dapat 

terintegrasi dengan baik dari pusat ke daerah, akan tetapi pada praktiknya masih banyak masyarakat 

di daerah yang belum terlalu paham dan peduli dengan program peningkatan kualitas kawasan kumuh 

atau penanganan kumuh yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan masih belum 

tercapainya target penaganan kumuh sesuai arahan program 100-0-100 Presiden Jokowi, padahal 

target pelaksanaan tinggal 1 tahun lagi. Indikator penanganan kumuh baik dari aspek fisik dan sosial 

telah dijelaksan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, namun masih banyak pihak yang belum mengetahui 

tentang indikator penangan kumuh ini. Penanganan kumuh masih belum menjadi kesadaran Nasional 

di beberapa daerah, termasuk di kawasan Magelang Selatan, Kota Magelang. 

Kata Kunci: perumahan; permukiman; kumuh 

 
1. PENDAHULUAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang 

dilaksanakan penulis, merupakan kegiatan awal 

yang bersifat sebagai inisiasi. Kegiatan ini 

mengambil tema perumahan dan permukiman 

kumuh yang merupakan isu nasional dan juga 

merupakan tema yang pernah digeluti penulis 

saat menjadi Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah 

dan Kota di Satker Pengembangan Kawasan 

Permukiman Jawa Barat. 

1.1. Tinjauan Lokasi Pengabdian 

Lokasi pengabdian masyarakat adalah 

kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, 

yang berjarak sekitar 42km dari Universitas 

AMIKOM Yogyakarta. Kawasan yang dipilih 

sudah teridentifikasi memiliki masalah sesuai 

tema, yang diuraikan pada sub bab berikutnya. 

 

1.2. Kumuh Merupakan Masalah Nasional 

Permasalahan kumuh perkotaan adalah 

sebuah isu nasional. Berdasarkan data satuan 

kerja Pengembangan Kawasan Permukiman 

atau PKP Kementerian PUPR terdapat lebih 

dari 30.000 luasan permukiman kumuh 

perkotaan yang tersebar diseluruh Indonesia. 

Permasalahan kumuh diperkotaan utamanya 

disebabkan oleh dua hal, yaitu urbanisasi dan 

ketidakterjangkauan hunian di perkotaan. 

Berdasarkan data PKP diketahui bahwa 

terdapat 11,8 juta rumah tangga tidak memiliki 

rumah sama sekali, sedangkan 3,1 juta rumah 

tangga memiliki rumah lebih dari satu. 

Peningkatan kebutuhan hunian sewa di 

perkotaan meningkat, namun supply bagi 

rumah terjangkau masih terbatas. Rumah 

tangga cenderung menunda memiliki rumah 

atau sebagian terpaksa menempati hunian tidak 

layak (sewa/milik). 

Permasalahan kumuh juga merupakan 

agenda prioritas Presiden Joko Widodo yang 

tercantum dalam Nawacita. Program 

penanganan kumuh bahkan telah 

disosialisasikan dengan target menuju 

Indonesia bebas kumuh 2019, melalui program 

100-0-100. Program tersebut merupakan 

kepanjangan dari 100% akses air bersih, 0% 

permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi. 

 

mailto:citra.alkis@amikom.ac.id1
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1.3. Kriteria Kumuh Berdasarkan Permen 

Pupr No. 2 Tahun 2016 

Keseriusan Pemerintah dalam 

menangani kumuh terus dikuatkan, salah 

satunya dengan disahkannya Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 2 Tahun 2016, tentang Peningkatan 

Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. 

Permen tersebut menjelaskan bagaimana 

mengkategorikan kumuh perkotaan 

berdasarkan 7 indikator fisik yang meliputi: 

a. Keteraturan Bangunan; 

b. Penyediaan Air Bersih; 

c. Persampahan; 

d. Sanitasi; 

e. Drainase; 

f. Pencegahan kebakaran; dan 

g. Aksesibilitas lingkungan atau jalan 

lingkungan. 

Sedangkan untuk kategorinya sendiri, 

ada tiga kategori yaitu kumuh ringan, kumuh 

sedang dan kumuh berat. Kategori tersebut 

ditentukan berdasarkan penilaian yang dibantu 

pihak KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh yang 

tersebar diseluruh Indonesia. Kategori tersebut 

juga menentukan jenis penanganan yang akan 

dilakukan. 

1.4. Profil Kumuh Magelang Selatan 

Kumuh di perkotaan Magelang secara 

legal tercantum dalam SK Walikota Magelang 

No. 050/105/112 Tahun 2018. Surat keputusan 

tersebut menyatakan terdapat 67,41 Ha luasan- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kumuh, sedangkan untuk kecamatan magelang 

selatan sendiri adalah 14,352 Ha atau 21,29 % 

dari total seluruh luasan kumuh 2,08% dari total 

luasan kecamatan magelang selatan. 

Berdasarkan indikator kumuhnya, ada 3 

aspek kekumuhan di Magelang selatan, yaitu: 

a. Jalan lingkungan yang belum terpenuhi 

sebanyak 15,35%; 

b. Persampahan sebanyak 9,3%; 

c. dan pencegahan kebakaran sebanyak 

72,54%. 

Ketersediaan sarana penanganan 

kebakaran adalah faktor utama yang 

menempatkan kota Magelang sebagai kota 

dengan kawasan kumuh. Apabila ditinjau dari 

sisi estetika, faktor ini secara kasat mata tidak 

dianggap sebagai penentu kekumuhan, akan 

tetapi apabila dari urgensi keamanan 

bermukim, khususnya untuk wilayah padat 

penduduk dan padat bangunan seperti di lokasi 

Magelang Selatan, ketersediaan sarana dan 

prasaran kebakaran adalah suatu keharusan, 

mulai dari fire extinguisher, hingga jaringan air 

untuk hidran. Kota yang seringkali memperoleh 

penghargaan Adipura Kencana ini memang 

tidak memiliki kawasan kumuh yang terlalu 

luas. Kriteria kumuhnya juga tergolong kumuh 

ringan, termasuk juga yang ada di Magelang 

Selatan. Namun hal ini justru menjadikan 

Gambar 1. Kondisi Kumuh Nasional 

Sumber: Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman, 2018 
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kurangnya perhatian masyarakat untuk 

berperan aktif menghapuskan kumuh di 

Magelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. URGENSI PENANGANAN KUMUH  

Penanganan kumuh merupakan isu 

nasional yang menjadi salah satu prioritas 

Pemerintah. Hal tersebut menjadikan 

penanganan kumuh ini penting untuk diketahui 

dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. 

 

2.1. Penanganan Kumuh Sebagai Amanat 

Perundang-Undangan 

Permasalahan kumuh kawasan 

perumahan dan permukiman merupakan salah 

satu permasalahan pembangunan yang dihadapi 

daerah-daerah baik Kabupaten/Kota di 

Indonesia. Permasalahan perumahan dan 

permukiman kumuh telah menjadi isu nasional 

yang harus diselesaikan bersama sesuai amanat 

perundang-undangan. Peraturan perundang-

undangan telah mengamanatkan urusan 

menangani permasalahan perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh di daerah kepada 

seluruh pemerintah daerah terkait. Pasal 12 

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa urusan 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman 

merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk sub 

urusan kawasan permukiman, baik Pemerintah 

maupun Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota berwenang untuk melakukan 

penataan dan peningkatan kualitas kawasan 

permukiman kumuh dengan luasan yang 

berjenjang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan amanat Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 

2015-2019 di bidang permukiman, pemerintah 

berkewajiban mewujudkan pemenuhan 

kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan 

prasarana dan sarana pendukung menuju Kota 

Tanpa Kumuh pada tahun 2019. Melalui 

komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

maka tujuan dalam memastikan Indonesia 

bebas kumuh 2020 sebagaimana Nawacita 

Presiden dengan Program 100-0-100 akan 

dapat terealisasikan melalui tahapan-tahapan 

pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman 

kumuh yang terukur, efektif, dan tepat sasaran. 

Selain itu, kapasitas Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dalam memberikan arahan 

terwujudnya perumahan dan permukiman yang 

dapat menjamin keselamatan masyarakat, 

kelayakan huni  dan kelestarian lingkungan, 

masih sangat terbatas, sehingga perlu adanya 

payung hukum yang dapat mengatur mengenai 

peningkatan kualitas perumahan dan 

permukiman kumuh di daerah.  

Arahan kebijakan penanganan kumuh 

yang sudah disusun sedemikian rupa harusnya 

dapat terintegrasi dengan baik dari pusat ke 

daerah, akan tetapi pada praktiknya masih 

banyak masyarakat di daerah yang belum 

terlalu paham dan peduli dengan program 

peningkatan kualitas kawasan kumuh atau 

Gambar 2. Dokumentasi, SK Kumuh dan Prosentase Luasan Kumuh Magelang Selatan 

Sumber: Hasil Survei, 2018 
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penanganan kumuh yang dicanangkan oleh 

pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan masih 

belum tercapainya target penaganan kumuh 

sesuai arahan program 100-0-100 Presiden 

Jokowi, padahal target pelaksanaan tinggal 1 

tahun lagi.  

Indikator penanganan kumuh baik dari 

aspek fisik dan sosial telah dijelaksan dalam 

Peraturan Menteri PUPR Nomor 

02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, 

namun masih banyak pihak yang belum 

mengetahui tentang indikator penangan kumuh 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanganan kumuh masih belum 

menjadi kesadaran Nasional di beberapa 

daerah. Pada Kecamatan Magelang Selatan 

sendiri, kondisi kekumuhan masih ada yang 

mencapai 98% untuk keteraturan bangunan 

(indikator bangunan gedung), selain itu 

perilaku hidup bebas kumuh juga masih belum 

benar-benar diterapkan karena faktor 

ketidaktahuan, ketidaksadaran masyarakat, dan 

kurangnya motivasi masyarakat ataupun pihak 

terkait lainnya. Hal ini sebagaimana 

disampaikan pada wawancara dan olah data 

profil kumuh bersama Kasi Pemberdayaan 

Masyarakat Kecamatan Magelang Selatan. 

Urgensi tempat huni, kawasan 

permukiman atau perumahan yang layak harus 

menjadi kesadaran bersama untuk mencapai 

kualitas hidup yang lebih baik dan 

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Turner (1982) bahwa rumah 

adalah bagian yang utuh dari permukiman, 

bukan hasil fisik yang sekali jadi semata, 

melainkan merupakan suatu proses yang terus 

berkembang dan terkait dengan mobilitas sosial 

ekonomi penghuninya dalam suatu kurun 

waktu. Pernyataan Turner tersebut turut 

menegaskan pentingnya kaitan antara rumah 

atau hunian dengan mobilitas ekonomi 

masyarakat. Hal ini juga ditegaskan secara 

Yuridis, dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 

2011 yang mendefinisikan rumah sebagai 

bangunan gedung yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal yang layak huni, sarana 

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 

martabat penghuninya, serta aset bagi 

pemiliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Permasalahan Penanganan Kumuh 

Di Magelang Selatan 

Permasalahan penanganan kumuh di 

Magelang selatan berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari pihak kecamatan dan perwakilan 

warga adalah: 

a. Masyarakat di lingkungan Kecamatan 

Magelang Selatan belum sepenuhnya paham 

mengenai arahan penanganan kumuh di 

kawasan perkotaan yang sesuai dengan 

arahan kebijakan Nasional 

b. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari 

urgensi dan manfaat penanganan kumuh 

dari aspek fisik untuk peningkatan kualitas 

hidup dan kesejahteraan mereka 

c. Masyarakat masih kurang berperan aktif 

dalam mendukung program-program 

penanganan kumuh, padahal era 

pembangunan saat ini adalah era 

pemberdayaan, dimana pemberdayaan 

  Gambar 3. Program 100-0-100 

Sumber: Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016 
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masyarakat pada hakekatnya menawarkan 

suatu proses perencanaan pembangunan 

dengan memusatkan pada partisipasi, 

kemampuan dan masyarakat lokal (Korten, 

1984). Oleh karena itu penting sekali untuk 

menumbuhkan minat partisipasi 

masyarakat. 

2.3. Tantangan Penanganan Kumuh 

Kumuh pada perumahan permukiman 

khususnya diperkotaan memiliki 

kecenderungan untuk terus berkembang. 

Penyebab utama kumuh yaitu kebutuhan akan 

hunian merupakan hal yang akan terus 

berkembang juga, makin hari kebutuhan hunian 

makin tinggi, sedangkan lahan semakin 

terbatas. Hal tersebut menjadi kendala utama 

mempertahankan kualitas lingkungan di area 

perumahan permukiman. 

Pengembangan hunian layak huni 

memang terus berkembang pesat. Namun 

pengembangan “hunian layak huni” yang 

“terjangkau” masih sangat sedikit. 

Keterpaksaan menghuni lokasi-lokasi dengan 

standar kualitas lingkungan yang rendah akan 

kembali menjadi pilihan masyarakat 

berpenghasilan rendah.  

Keaktifan pemerintah dan kesadaran 

masyarakat untuk menyediakan hunian layak 

huni terjangkau dan membenahi hunian kumuh 

menjadi layak huni sangat diperlukan. 

 

3. ALTERNATIF PERENCANAAN 

PARTISIPATIF UNTUK 

PENANGANAN KUMUH 

Konsep perencanaan yang dapat 

ditawarkan untuk menangani permasalahan 

kumuh sangat beragam. Perencanaan kampung 

berkarakter seperti kampung organik, kampung 

wisata, kampung eko wisata, kampung ramah 

sungai, kampung baca, kampung anggur dan 

lain sebagainya bisa menjadi alternatif. Selain 

itu penanganan per aspek misalnya untuk 

masalah sampah ada program pemberdayaan 

melalui sedekah atau bank sampah. Ragam 

alternatif ini dapat ditawarkan untuk kegiatan 

lanjutan pengabdian masyarakat di Magelang 

Selatan.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. KESIMPULAN 

Kumuh pada perumahan permukiman 

khususnya diperkotaan memiliki 

kecenderungan untuk terus berkembang. 

Penyebab utama kumuh yaitu kebutuhan akan 

hunian merupakan hal yang akan terus 

berkembang juga, makin hari kebutuhan hunian 

makin tinggi, sedangkan lahan semakin 

terbatas. Hal tersebut menjadi kendala utama 

mempertahankan kualitas lingkungan di area 

perumahan permukiman. 

Pengembangan hunian layak huni 

memang terus berkembang pesat. Namun 

pengembangan “hunian layak huni” yang 

“terjangkau” masih sangat sedikit. 

Keterpaksaan menghuni lokasi-lokasi dengan 

standar kualitas lingkungan yang rendah akan 

kembali menjadi pilihan masyarakat 

berpenghasilan rendah.  

Keaktifan pemerintah dan kesadaran 

masyarakat untuk menyediakan hunian layak 

huni terjangkau dan membenahi hunian kumuh 

menjadi layak huni sangat diperlukan, tidak 

terkecuali untuk kasus penanganan kumuh di 

Magelang Selatan. Kumuh kategori ringan 

memang sering diabaikan, tetapi tidak menutup 

kemungkinan dengan kecenderungan 

perkembangan kumuh yang terus berkembang, 

kategori ini bisa meningkat. Pengabdian 

masyarakat melalui sosialisasi urgensi 

peningkatan kualitas perumahan dan 

permukiman kumuh ini diharapkan menjadi 

awalan menumbuhkan kesadaran masyarakat 

untuk berperan aktif menangani kumuh di 

Magelang Selatan. 

Antusias masyarakat dan juga pihak 

pemerintah setempat di Magelang Selatan 

untuk program pengabdian masyarakat yang 

berfokus pada penanganan kumuh ini cukup 

baik. Keinginan pihak Magelang Selatan untuk 

adanya program lanjutan yang berupa stimulasi 

perencanaan kampung bertema untuk 

mengurangi kumuh di perkotaan Magelang 

Selatan menjadi masukan bagi kami pelaku 

pengabdian masyarakat.  

 

4.2. SARAN 

Pada kasus kumuh perkotaan di 

Magelang Selatan, yang merupakan kasus 

kumuh ringan, menggerakkan masyarakat 

mungkin menjadi hal yang cukup sulit. 

Beberapa saran perencanaan alternatif atau 

program-program pemberdayaan yang bisa 
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dicoba untuk diterapkan sebagai salah satu 

penarik minat masyarakat untuk aktif 

menangani kumuh antara lain: 

a. Konsep perencanaan yang dapat 

ditawarkan untuk menangani 

permasalahan kumuh sangat 

beragam. Perencanaan kampung 

berkarakter seperti kampung organik, 

kampung wisata, kampung eko 

wisata, kampung ramah sungai, 

kampung baca, kampung anggur dan 

lain sebagainya bisa menjadi 

alternatif.  

b. Selain itu penanganan per aspek 

misalnya untuk masalah sampah ada 

program pemberdayaan melalui 

sedekah atau bank sampah. Ragam 

alternatif ini dapat ditawarkan untuk 

kegiatan lanjutan pengabdian 

masyarakat di Magelang Selatan.  

Alternatif perencanaan dan program-

program pemberdayaan tersebut menjajikan 

peluang perkembangan perekonomian 

masyarakat, yang pastinya akan menarik minat 

warga untuk aktif terlibat.  
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Gambar 4. Dokumentasi Pengabdian 

Masyarakat 

Sumber: Dokumentasi, 2018 
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